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2025-2045

Prolite — Panitia Khusus (Pansus) 11 Dewan Perwakilan Rakyar
Daerah (DPRD) Kota Bandung membahas dengan serius Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan
Kependudukan Bandung Tahun 2025-2045.

Mochamad Ulan Surlan yang merupakan anggota Pansus 11 DPRD
Kota Bandung mengatakan ada yang perlu dikoreksi dengan
penamaan Raperda dari “Pembangunan Keluarga” menjadi
“Pembangunan Kependudukan”.

“Dalam rapat Pansus, ada koreksi dari Kabag Hukum dari Grand
Design Pembangunan Keluarga menjadi Grand Design Pembangunan
Kependudukan, tapi intinya sama saja,” ujar Om Ulan sapaan
sehari-hari.

Menurut Om Ulan pembangunan keluarga bukan semata urusan
ekonomi atau demografi, melainkan proyek peradaban.

“Keluarga adalah wadah pertama dalam menanamkan nilai-nilai
keagamaan, moral, kasih sayang, tanggung jawab, dan disiplin
sosial. Karena itu, keluarga harus menjadi subjek, bukan
sekadar objek pembangunan,” ujar politisi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB).

Om Ulan mengatakan, keberhasilan pembangunan keluarga akan
sangat menentukan arah pembangunan daerah. Kebijakan ini
selaras dengan prinsip hifz an-nasl (menjaga keturunan) dan
hifz al-‘aql (menjaga akal), melalui peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Dengan adanya Raperda ini maka diharapkan menjadi pedoman
jangka panjang Pemerintah Kota Bandung untuk membangun
keluarga tangguh secara spiritual, sosial, ekonomi, dan
kesehatan.

Selain itu juga menurut Om Ulan diharapkan mencegah
disintegrasi sosial dan krisis moral akibat lemahnya fungsi



keluarga
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Pansus 14 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Tentang
Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual
Berisiko dan Penyimpangan Seksual
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Prolite — Panitia Khusus (Pansus) 14 Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Bandung sedang membahas Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) terkait Pencegahan dan Pengendalian Perilaku
Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.



Dr. Agung Firmansyah Sumantri, dr., SpPD., KHOM., MMRS.,
FINASIM, sebagai anggota Pansus 14 DPRD Kota Bandung mendukung
penuh dengan Raperda tersebut.

Ia juga menegaskan, regulasi ini tidak dimaksudkan untuk
mendiskriminasi orientasi seksual atau kelompok tertentu,
melainkan menjadi wujud tanggung jawab negara dalam melindungi
seluruh warga dari dampak kesehatan, kekerasan, dan perilaku
seksual tidak sehat.

“Peraturan ini merupakan komitmen bersama untuk membangun
masyarakat yang sehat, bermartabat, dan berlandaskan nilai-
nilai agama, kemanusiaan, serta budaya Sunda yang luhur,” ujar
Agung, politisi Fraksi NasDem itu.

Ia mengusulkan, perubahan istilah dari “penyimpangan seksual”
menjadi “perilaku seksual tidak sehat” dalam Raperda ini
merupakan upaya untuk menjadikan regulasi lebih humanis,
ilmiah, dan relevan dengan nilai-nilai agama dan budaya
masyarakat Kota Bandung.

Agung menambahkan, Raperda ini bukan lahir karena Kota Bandung
dalam kondisi “darurat penyimpangan seksual”, melainkan karena
adanya tren peningkatan perilaku berisiko dan dampak sosial
yang mulai nyata di masyarakat, terutama di kalangan anak-
anak, remaja, dan kelompok rentan.

“Pendekatannya bukan menghukum, tetapi melindungi dan
mencegah. DPRD bersama Pemkot berupaya menata regulasi agar
ada dasar hukum yang jelas dalam pendidikan moral, penguatan
keluarga, dan penanganan perilaku menyimpang secara medis dan
sosial,” jelasnya.
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Penting Bahas Raperda Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan
Penyimpangan Seksual di Kota Bandung

Prolite — Nina Fitriana Sutadi, ., ., selaku anggota Panitia



Khusus (Pansus) 14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Bandung angkat bicara perihal Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) yang sedang disusun.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan
Penyimpangan Seksual di Kota Bandung sangat setuju jika
diperhatikan dengan lebih serius.

Menurut Nina Fitriana Sutadi, dengan adanya perda sangat
penting pasalnya khusunya di Kota Bandung kasus-kasus
penyimpangan seksual seperti ini sangat meresahkan banyak
orang.

Pentingnya masalah ini terlihat dari banyaknya laporan dari
masyarakat serta temuan perilaku serupa di sekitar masyarakat.

Nina mengungkapkan, penyimpangan seksual bahkan mulai muncul
di berbagai ruang publik dan lingkungan pendidikan di Kota
Bandung.

“Banyak orang tua kini merasa cemas melihat perkembangan anak-
anak yang menunjukkan pola pergaulan dengan indikasi
penyimpangan yang kurang wajar,” ujarnya.

Sebagai ibu sekaligus legislator, Nina menilai fenomena
tersebut dapat memengaruhi stabilitas keluarga.

“Saya sebagai 1ibu sangat takut. Anak-anak bisa tidak
berkembang sebagaimana mestinya. Dalam keluarga itu ada peran
ayah dan ibu. Kalau masuk ke perilaku menyimpang, bagaimana
masa depannya?” katanya.

Nina menyebutkan bahwa sejumlah laporan masyarakat menunjukkan
perilaku menyimpang ditemukan di tempat-tempat yang seharusnya
menjadi ruang aman, seperti sekolah dan pesantren. Ia
mencontohkan orang tua yang terkejut ketika mengetahui anaknya
menjalin kedekatan dengan sesama jenis.

Meski demikian, Nina menekankan bahwa penyusunan Raperda ini



tidak boleh mengarah pada kriminalisasi individu. Ia melihat
beberapa pasal dalam draft awal justru belum fokus pada
solusi, sehingga membutuhkan pembahasan lanjutan.

“Setelah saya 1lihat, masih banyak yang condong ke
kriminalisasi, bukan pencegahan. Misalnya soal kewajiban
pemeriksaan kepada siswa. Pertanyaannya, bagaimana jika justru
pelakunya guru? Itu juga harus diatur,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan
anak yang kerap menjadi korban sekaligus dituding sebagai
pelaku. Menurut Nina, penyelesaiannya tidak boleh hanya
sebatas mediasi antarkeluarga.

“Perempuan dan anak itu sering jadi korban tapi sekaligus
dicap pelaku. Mereka harus dilindungi. Jangan hanya selesai
dengan ngobrol sesama orang tua. Harus ada terapi dan
pendampingan,” tegasnya.

Nina memastikan Pansus 14 masih berada pada tahap penguatan
definisi dan penyempurnaan pasal-pasal krusial.

“Pertemuan terakhir pun baru membahas kerangka dasar. Masih
banyak yang harus disempurnakan agar perda ini tepat sasaran,”
ujarnya.
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Pansus 13 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Tentang
Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan
Masyarakat

Prolite — Pembahasan Peraturan Daerah (Raperda) dilakukan oleh
Dudy Himawan, SH selaku anggota Panitia Khusus (Pansus) 13
DPRD Kota Bandung.

Pembahasan raperda ini terkait dengan Ketertiban Umum,
Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.

Dengan adanya regulasi baru ini maka diharapkan dapat
menciptakan Kota Bandung yang jauh lebih dari aman, nyaman dan
tertib.

Dudy Himawan, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar
rapat bersama Satpol PP Kota Bandung untuk mendalami substansi
perubahan dalam raperda tersebut. Namun, sejumlah pertanyaan
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mendasar belum menemukan jawaban.

“Ketika rapat Pansus yang hadir hanya Sekretaris Satpol PP
sehingga belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu
arahan dari Kepala Satpol PP,” ujar Dudy.

Menurut Dudy, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah
hilangnya pengaturan mengenai reklame. Pada Perda lama,
ketentuan terkait penertiban reklame dicantumkan, namun dalam
draf Raperda baru, poin tersebut tidak lagi dimasukkan.

“Hal itu menjadi pertanyaan tim Pansus tapi belum dijawab.
Mungkin dari Pansus berasumsi bahwa reklame sudah diatur dalam
Perda Reklame,” ujar Dudy.

Dudy menambahkan, Pansus 13 baru menggelar tiga kali rapat dan
belum masuk pada pembahasan detail setiap pasal. Setelah
pembahasan mendalam, pihaknya berharap dapat mengetahui dengan
jelas urgensi perubahan Perda ini.

“Tim Pansus ingin menguji sejauh mana kemampuan Satpol PP dan
alasan di balik perubahan ini,” kata Dudy.

Meski demikian, Dudy menegaskan bahwa Pansus akan mendukung
perubahan regulasi selama tujuannya untuk kebaikan Kota
Bandung.

Dudy berharap hadirnya aturan baru dapat semakin meningkatkan
ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat.

Pansus 11 Soroti Lemahnya
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Pansus 11 Soroti Lemahnya Substansi Naskah
Akademik Grand Design Kependudukan Kota Bandung

BANDUNG, Prolite - Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota
Bandung menilai naskah akademik Grand Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK) masih perlu banyak penyempurnaan sebelum
dibahas lebih lanjut. Pansus menekankan, dokumen tersebut
seharusnya menjadi panduan arah pembangunan Kkependudukan
jangka panjang, bukan sekadar kumpulan data teoritis.

Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W., S.T.,
., mengungkapkan bahwa naskah akademik saat ini belum
menggambarkan secara utuh arah dan rencana masa depan Kota
Bandung dalam pembangunan kependudukan.

“Masih banyak yang harus diperbaiki. Harusnya ada rencana ke
depan, Bandung ini akan dibawa ke mana. Baik dari sisi
kualitas penduduk, pembangunan keluarga, sebaran jumlah
penduduk di tiap wilayah, maupun administrasi
kependudukannya,” ujar Eko.

Eko menegaskan, grand design seharusnya menjadi peta jalan
(roadmap) yang menuntun arah pembangunan kependudukan secara
menyeluruh, bukan hanya menyajikan data dan teori.

“Grand design bukan hanya data teoritis, tapi berisi keinginan
dan arah kebijakan—hendak dibawa ke mana penduduk Kota Bandung
ke depan. Walaupun situasi cepat berubah, kita tetap harus
punya visi jangka panjang. Kalau tidak, kebijakan ini bisa
tidak relevan dalam 20 tahun mendatang,” jelasnya.

Ia juga menilai, pembahasan naskah akademik ini masih cukup
panjang. Karena itu, Pansus 11 memperkirakan proses pembahasan
tidak akan selesai hingga akhir tahun 2025, mengingat banyak
aspek yang harus dikaji secara mendalam.

“Kalau dipaksakan selesai cepat, hasilnya justru prematur.
Kami khawatir malah mengkhianati kaum muda yang akan hidup di
masa depan. Karena ini kebijakan untuk jangka panjang, jangan



sampal keputusan hari 1ini justru mendzolimi generasi
mendatang,” tegasnya.

Menurutnya, penyusunan grand design kependudukan harus
dilakukan secara hati-hati dan komprehensif, agar arah
pembangunan manusia Kota Bandung benar-benar berkelanjutan dan
sesuai dengan dinamika sosial di masa depan.

Asep Robin : Satpol PP Harus
Mampu Menanganli Kejahatan
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Asep Robin : Satpol PP Harus Mampu Menangani
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

BANDUNG, Prolite — Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota
Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat.



Menurut anggota Pansus 12 Asep Robin ketertiban umum merupakan
penyempurnaan dari Perda sebelumnya, seiring dengan dinamika
kehidupan masyarakat Kota Bandung yang terus berubah dengan
cepat.

Asep mengatakan, ketertiban umum adalah manifestasi dari
keadaan damai dan rasa aman yang dijamin oleh keamanan
kolektif sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Jika ketertiban tercapai, maka ketenteraman dapat terwujud
ketika pemerintah daerah hadir melalui Satpol PP untuk menjaga
keteraturan hidup bersama,” ujar Politisi Partai Gerindra.

Menurut Asep, Satpol PP memiliki peran strategis dalam
memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik. Melalui
penegakan perda, lembaga ini diharapkan mampu menciptakan
kepastian hukum, mendukung proses pembangunan, serta
melindungi masyarakat dari potensi gangguan terhadap
ketertiban umum.

Mantan Jurnalis ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas
Satpol PP, baik dari aspek kelembagaan maupun sumber daya
manusia.

Menurutnya, peningkatan ini penting agar tidak terjadi tumpang
tindih fungsi dengan institusi lainnya.

“Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat harus
jelas dan tegas” ujarnya.

Asep mengatakan, perlindungan masyarakat merupakan amanat
konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,
yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia,

“Kemampuan dan profesionalitas Satpol PP harus terus diperkuat
agar mampu menangani kejahatan terhadap ketertiban umum,
termasuk yang dikenal sebagai moralitas yang dilegislasikan,”
ujarnya.
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Pansus 14 DPRD Kota Bandung Bhas Raperda Mengenai
Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual
Berisiko dan Penyimpangan Seksual

KOTA BANDUNG, Prolite — Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kota
Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)


https://prolitenews.com/pansus-14-dprd-kota-bandung-bhas-raperda-mengenai-pencegahan-dan-pengendalian-perilaku-seksual-berisiko-dan-penyimpangan-seksual/
https://prolitenews.com/pansus-14-dprd-kota-bandung-bhas-raperda-mengenai-pencegahan-dan-pengendalian-perilaku-seksual-berisiko-dan-penyimpangan-seksual/
https://prolitenews.com/pansus-14-dprd-kota-bandung-bhas-raperda-mengenai-pencegahan-dan-pengendalian-perilaku-seksual-berisiko-dan-penyimpangan-seksual/
https://prolitenews.com/pansus-14-dprd-kota-bandung-bhas-raperda-mengenai-pencegahan-dan-pengendalian-perilaku-seksual-berisiko-dan-penyimpangan-seksual/
https://prolitenews.com/pansus-14-dprd-kota-bandung-bhas-raperda-mengenai-pencegahan-dan-pengendalian-perilaku-seksual-berisiko-dan-penyimpangan-seksual/

tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko
dan Penyimpangan Seksual.

Pansus ini telah resmi dibentuk dan mulai melakukan sejumlah
pembahasan awal.

Anggota Pansus 14, drg. Susi Sulastri, menegaskan pentingnya
keberadaan perda ini di Kota Bandung sebagai langkah
antisipatif terhadap maraknya penyimpangan perilaku seksual.

“Kenapa perda ini harus ada di Kota Bandung? Karena kita ingin
Bandung menjadi kota yang bebas dari penyimpangan pelaku
seksual,” ujar politisi perempuan dari PKS ini.

%]
dok

Susi menjelaskan, perda tersebut tidak lahir karena kondisi
darurat penyimpangan seksual, melainkan sebagai bentuk
pencegahan dini agar perilaku menyimpang tidak berkembang di
masyarakat.

“Kalau dibilang darurat, sih tidak ya. Berdasarkan data yang
ada, kasusnya tidak terlalu besar atau signifikan untuk
disebut darurat. Tapi semangat dari perda 1ini adalah
menjadikan Kota Bandung bebas dari perilaku penyimpangan
seksual,” tegasnya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan akan menjadi instansi utama
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perda tersebut. Namun,
pelaksanaannya akan melibatkan kerja sama lintas perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

“Perda ini nanti akan menjelaskan berbagai hal mulai dari
upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga jenis-jenis
penyimpangan yang dimaksud. Salah satunya juga akan dibentuk
satgas penanganan penyimpangan perilaku seksual,” tutur Susi.

Melalui perda ini, Susi berharap pemerintah kota dapat
memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan mitigasi dan



pengendalian perilaku seksual berisiko.

“Harapannya, dengan adanya perda ini kita bisa mencegah dan
mengendalikan perilaku seksual berisiko di Kota Bandung. Jadi
ketika muncul hal-hal kecil yang mengarah ke sana, kita bisa
segera mengantisipasi dan melakukan langkah mitigasi,”
imbuhnya.

Lebih lanjut, Susi mengungkapkan bahwa DKI Jakarta sudah lebih
dulu memiliki perda sejenis. Karena itu, pihaknya berencana
melakukan studi banding ke ibu kota untuk mempelajari
penerapan perda tersebut.

“Rencananya kami akan studi banding ke Jakarta karena mereka
sudah memiliki perdanya,” kata Susi.

Ia juga menegaskan, Raperda yang tengah dibahas ini tidak
memuat pasal sanksi, sebab fokus utamanya adalah pada aspek
pencegahan dan pengendalian.

“Raperda ini sifatnya preventif, jadi tidak ada sanksi.
Tujuannya lebih kepada edukasi, rehabilitasi, dan upaya
pencegahan,” jelasnya.
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Pansus 12 DPRD Kota Bandung Kebut Raperda
Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan
Sosial

BANDUNG, Prolite - Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota
Bandung mulai mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 24 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan
Sosial.

Ketua Pansus 12, H. Iman Lestariyono, menyebut, revisi perda
ini sudah mendesak. Alasannya, aturan pusat terutama Peraturan
Menteri Sosial (Permensos) banyak berubah. “Ada hal-hal yang
perlu disesuaikan, terutama soal penguatan Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS),” ujarnya.



Iman mengatakan, beberapa pasal lama sudah tidak relevan.
Contohnya, soal undian dan kegiatan sejenisnya kini tak lagi
diatur dalam perda. “Itu diserahkan ke regulasi yang berlaku
di tingkat pusat,” tambah politisi PKS ini.

Menurutnya, perubahan kali ini juga menyangkut penyesuaian
muatan lokal. “Kalau yang sifatnya nasional, ya tetap kita
ikuti. Tapi kalau ada ruang untuk kebijakan daerah, akan kita
sesuaikan. Karena urusan kesejahteraan sosial ini sifatnya
kemitraan. LKS memang tidak di bawah Pemkot, tapi perizinannya
tetap lewat pemerintah kota,” jelasnya.

Iman menilai, pelayanan sosial tidak bisa dikerjakan sendirian
oleh pemerintah. Salah satu contoh, dalam penyaluran bantuan
sosial yang berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN)—pengganti DTKS—penerima hanya mencakup desil 1 sampai
5.

“Masalahnya, masih banyak warga yang butuh bantuan tapi tak
masuk dalam kategori itu. Nah, di sini LKS bisa turun tangan,”
tegasnya.

Ia mencontohkan, ketika ada warga butuh kursi roda, Pemkot
tidak bisa langsung memberi karena harus menunggu proses
pengajuan dan anggaran. “Kalau LKS, bisa lebih cepat. Mereka
bisa langsung bantu tanpa birokrasi panjang,” ujarnya.

Saat ini, di bawah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung tercatat
sekitar 90 LKS, namun yang aktif hanya sekitar 60 lembaga.
Beberapa yang sudah dikenal masyarakat antara lain Rumah
Zakat, Rumah Yatim, dan Salman.

“Ke depan, kita akan cek lagi mana yang sudah berbadan hukum.
Kita juga sedang menyusun peta kebutuhan dan peta masalah.
Dari situ bisa dilihat arah kebijakan sosial kota ini mau
dibawa ke mana,” tutur Iman.

Dalam pembahasan Pansus, ada sekitar 40 pasal yang dikaji,
dengan 19 perubahan utama yang jadi fokus. Pansus sudah dua



kali menggelar rapat bersama tim penyusun dan tim pelirik
untuk menyisir setiap poin perubahan.

“Daerah lain seperti DKI Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta
sudah lebih dulu menyelesaikan perda sejenis. Kita bisa ambil
referensi dari sana supaya hasilnya lebih komprehensif,”
pungkasnya.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bandung

Pansus 12 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Tentang
Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan
Sosial

BANDUNG, Prolite - Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota
Bandung mulai mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 24 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan
Sosial.

Ketua Pansus 12, H. Iman Lestariyono, menyebut, revisi perda
ini sudah mendesak. Alasannya, aturan pusat terutama Peraturan
Menteri Sosial (Permensos) banyak berubah. “Ada hal-hal yang
perlu disesuaikan, terutama soal penguatan Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS),” wujarnya.

Iman mengatakan, beberapa pasal lama sudah tidak relevan.
Contohnya, soal undian dan kegiatan sejenisnya kini tak lagi



diatur dalam perda. “Itu diserahkan ke regulasi yang berlaku
di tingkat pusat,” tambah politisi PKS ini.

Menurutnya, perubahan kali ini juga menyangkut penyesuaian
muatan lokal. “Kalau yang sifatnya nasional, ya tetap kita
ikuti. Tapi kalau ada ruang untuk kebijakan daerah, akan kita
sesuaikan. Karena urusan kesejahteraan sosial ini sifatnya
kemitraan. LKS memang tidak di bawah Pemkot, tapi perizinannya
tetap lewat pemerintah kota,” jelasnya.

Iman menilai, pelayanan sosial tidak bisa dikerjakan sendirian
oleh pemerintah. Salah satu contoh, dalam penyaluran bantuan
sosial yang berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN)—pengganti DTKS—penerima hanya mencakup desil 1 sampai
5.

“Masalahnya, masih banyak warga yang butuh bantuan tapi tak
masuk dalam kategori itu. Nah, di sini LKS bisa turun tangan,”
tegasnya.

Ia mencontohkan, ketika ada warga butuh kursi roda, Pemkot
tidak bisa langsung memberi karena harus menunggu proses
pengajuan dan anggaran. “Kalau LKS, bisa lebih cepat. Mereka
bisa langsung bantu tanpa birokrasi panjang,” ujarnya.

Saat ini, di bawah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung tercatat
sekitar 90 LKS, namun yang aktif hanya sekitar 60 lembaga.
Beberapa yang sudah dikenal masyarakat antara lain Rumah
Zakat, Rumah Yatim, dan Salman.

“Ke depan, kita akan cek lagi mana yang sudah berbadan hukum.
Kita juga sedang menyusun peta kebutuhan dan peta masalah.
Dari situ bisa dilihat arah kebijakan sosial kota ini mau
dibawa ke mana,” tutur Iman.

Dalam pembahasan Pansus, ada sekitar 40 pasal yang dikaji,
dengan 19 perubahan utama yang jadi fokus. Pansus sudah dua
kali menggelar rapat bersama tim penyusun dan tim pelirik
untuk menyisir setiap poin perubahan.



“Daerah lain seperti DKI Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta
sudah lebih dulu menyelesaikan perda sejenis. Kita bisa ambil
referensi dari sana supaya hasilnya lebih komprehensif,”
pungkasnya.
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NasDem Apresiasli Pemkot Bandung Atas Inisiasi
Raperda Ketertiban Umum

BANDUNG, Prolite - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota
Bandung, Rendiana Awangga, menyampaikan apresiasi tinggil
kepada Pemerintah Kota Bandung atas inisiatif penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum,
Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Menurut Rendiana, langkah Pemkot Bandung, khususnya Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah menunjukkan komitmen
kuat dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada kepastian
hukum, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, serta partisipasi
masyarakat.

“Penguatan regulasi di bidang ketertiban umum bukan hanya
untuk menertibkan aktivitas masyarakat, tetapi juga menjaga
kualitas hidup warga, menciptakan rasa aman di ruang publik,
dan memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika perkotaan
yang kompleks,” ujar Rendiana dalam rapat paripurna DPRD Kota
Bandung.

Ia menilai, penyusunan Raperda ini mencerminkan kesadaran
pemerintah terhadap tantangan baru akibat wurbanisasi,
perkembangan teknologi, serta meningkatnya risiko bencana di
wilayah perkotaan. Pendekatan pentahelix yang diatur dalam
Raperda, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi antara
pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas
masyarakat.

Empat Alasan Urgensi Raperda

Rendiana menjelaskan, Raperda ini mendesak untuk segera
disahkan karena beberapa alasan utama:

1. Dinamika Aktivitas Masyarakat. Tingginya mobilitas warga
menimbulkan potensi gangguan ketertiban seperti
kemacetan, kebisingan, dan penataan PKL yang belum
tertib.



2. Penyesuaian Regulasi. Diperlukan harmonisasi dengan
aturan baru serta antisipasi terhadap penyalahgunaan
teknologi.

3. Penguatan Peran Linmas. Linmas berperan penting dalam
menjaga keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana.

4. Amanat Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1)
huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014, ketertiban umum
merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

Tantangan dan Peluang

Rendiana juga menyoroti tantangan di 1lapangan, seperti
rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel
Satpol PP dan Linmas, serta belum optimalnya koordinasi lintas
OPD.

Namun, ia menilai masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan,
terutama melalui penggunaan teknologi digital.

“Kota Bandung bisa memperkuat pengawasan berbasis teknologi
seperti pemasangan CCTV, aplikasi pengaduan warga, hingga
integrasi data dengan pusat komando Satpol PP. Kolaborasi
dengan komunitas dan dunia usaha juga harus diperluas,”
katanya.

Substansi dan Rekomendasi

Menurutnya, Raperda ini telah mengatur aspek penting mulai
dari asas penyelenggaraan hingga penegakan hukum dan sanksi
administratif yang adil.

Fraksi NasDem pun mengajukan sejumlah rekomendasi strategis,
di antaranya:

1. Mendorong edukasi hukum di sekolah, kampus, dan
komunitas.

2. Meningkatkan kapasitas Linmas dengan pelatihan dan
peralatan modern.

3. Mengoptimalkan sistem pengawasan digital terintegrasi.



4. Menerapkan pendekatan restoratif terhadap pelanggaran
ringan guna membangun kesadaran warga.

Rendiana berharap, Raperda ini dapat menjadi instrumen penting
dalam menciptakan Kota Bandung yang lebih tertib, aman, dan
nyaman bagi seluruh warganya.

“Keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Ketertiban tidak akan
tercapai hanya dengan aturan, tapli dengan kesadaran kolektif
untuk menjaga kota ini bersama-sama,” tutupnya.



